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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rasa hormat yang mendalam, kami
mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk
menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3
Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian
dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di
tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat
Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli
Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi
sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam
setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting
mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan
yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan
lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih
peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan
yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan
program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang
nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi. Akhir kata, kami
mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam
dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya
kepada kita semua.

Surabaya, 7 3 AP[l 7074

Kepala Dinas Sumber Daya Air
dan BiraMarga Kota Surabaya

197211032001121003
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan
yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan,
aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek
kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang
efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam
pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan
manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah
untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli
terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi
besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu,
mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam
proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan
adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan,
termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini,
responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan
perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan
dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya
merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan
masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Landasan Hukum
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor

12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1499);



. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan
Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan
dan peduli Anak

. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender

. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).

. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya
Air Dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 72);



9. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pada Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 81);

10. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina
Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 80);

11.Permen PPPA No0.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan PPPA.

12.Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada
Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.

13.Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim
Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya

14.Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang
Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya
Tahun 2024 Surabaya.

.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG
Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah

Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat
Daerah Responsif Gender uang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah
Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami
strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3
komponen PUG (Pelembagaan,Penyelenggaraan dan Inovasi)

2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik
(good practise) dalam mewujudkan keadilan Gender,Disabilitas dan inklusi
sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung
Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa

diskriminasi



. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta
wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024

. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya

Tahun 2024.



BAB Il
PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN
PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Pembentukan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga berpedoman
pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
menyelenggarakan urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sub urusan Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Air Limbah, Drainase
dan Jalan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, dan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Marga Kota Surabaya maka struktur organisasi Dinas Sumber Daya
Air dan Bina Marga Kota Surabaya terdiri dari:

a. Dinas;
b. Sekretariat, membawabhi :
1. Sub Bagian Keuangan;
2. Ketua Tim Kerja Umum Dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengadaan Tanah Dan Pemanfaatan Infrastruktur, membawabhi:
1. Ketua Tim Kerja Pengadaan Tanah Infrastruktur;
2. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Infrastruktur;
3. Ketua Tim Kerja Layanan Rekomendasi Teknis, Monitoring dan

Pengamanan Infrastruktur.

d. Bidang Pengelolaan Sarana Dan Prasarana, membawabhi:
1. Ketua Tim Kerja Operasional Sarana Drainase;
2. Ketua Tim Kerja Operasional Alat Angkut;

3. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Air Limbah Domestik.
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2.2

e. Bidang Drainase, membawabhi:
1. Ketua Tim Kerja Perancangan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana
Drainase;
2. Ketua Tim Kerja Pembangunan Sarana Dan Prasarana Drainase;
3. Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Prasarana Drainase.
f. Bidang Jalan dan Jembatan, membawabhi:
1. Ketua Tim Kerja Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
2. Ketua Tim Kerja Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
3. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan.

g. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik

Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 04 tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Surabaya, visi Kota Surabaya tahun 2021-2026 adalah “Gotong Royong
Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”.
Adapun misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 meliputi:

1. Misil
Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian
ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya
sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta
internasional.

2. Misi2
Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat
jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan
melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan
serta kebutuhan dasar lainnya.

3. Misi 3
Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui
ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas

dunia serta berkelanjutan.



4. Misi4
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas
berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

5. Misi 5
Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum

yang berkeadilan.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya, khususnya pada misi
ke 3 (tiga), Dinas Sumber Daya Air dan Bina berkomitmen dalam melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja, yang digunakan sebagai
dasar penyusunan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Walikota
sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas sebagai penerima amanah.

Penjabaran misi yang diamanatkan Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Marga dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang juga sebagai sasaran kota adalah
Tersedianya infrastruktur sarana dan prasaranayang terintegrasi. Sasaran
merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai. Adapun sasaran strategis
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga kaitannya dengan tujuan sebagai
berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan
pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas dengan indikator
sasaran Nilai SAKIP Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

2. Penyediaan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi dan efektif dengan
indikator sasaran Persentase sarana dan prasarana drainase berfungsi
dengan baik dan siap operasional.

3. Meningkatkan konektivitas jalan antar wilayah dengan indikator sasaran
yang terdiri dari Tingkat konektivitas jalan terbangun, dan Persentase
panjang jalan kota yang diperbaiki.

Mewujudkan pelayanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan
infrastruktur kota yang terintegrasi dengan indikator sasaran Persentase
capaian keberhasilan layanan rekomendasi teknis dan pemanfaatan

infrastruktur kota yang terintegrasi.



2.3 Demografi

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terletak di Jalan Jimerto No.6-8,
Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Tugas dan fungsi
serta susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mengacu
pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang
dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya dan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, serta Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya. Mengacu pada
peraturan-peraturan tersebut, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah,
Drainase dan Jalan. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya,

d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2023

dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut.
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Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina

Marga Sesuai Lampiran Peraturan Walikota Surabaya

Pembagian Tugas dan Fungsi masing - masing Bidang berdasarkan peraturan

diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di

bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan
rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan
kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan
dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan
kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan
sebagai sub koordinator.

. Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur, mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengadaan tanah dan
pemanfaatan infrastruktur yang meliputi menyusun dan melaksanakan

rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan

-5



kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan
dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur dalam

melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh
pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator.
. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sarana dan
prasarana yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program
kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama
dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan
pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan

tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional
yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator.
. Bidang Drainase, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
di bidang drainase yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana
program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja
sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan
pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bidang Drainase dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan
kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan
sebagai sub koordinator.

. Bidang Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang Bidang Jalan dan Jembatan yang meliputi menyusun
dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi

lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
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evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

umum dan kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas

tambahan sebagai sub koordinator

6. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik, mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam

pengelolaan limbah domestik.

Pelaksanaan tugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dengan

konsentrasi kegiatan pada perencanaan — pelaksanaan — pengawasan unsur

pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase dan Jalan

membutuhkan kompetensi keahlian dan keterampilan secara umum dengan

kualifikasi teknis dibantu oleh staf administrasi, teknisi dan operator. Adapun

rincian pegawai di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah sebagai berikut:

A. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Tahun 2024
Total Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

pada akhir tahun 2024 adalah 210 orang. Dengan rincian jumlah pegawai

sebagai berikut:

Sekretariat memiliki jumlah pegawai 17 orang

Bidang Jalan dan Jembatan memiliki jumlah pegawai 32 orang

Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur memiliki
jumlah pegawai 23 orang

Bidang Pengelolaan Saran dan Prasarana memiliki jumlah pegawai
sebanyak 18 orang

Bidang Drainase memiliki jumlah pegawai sebanyak 115 orang

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki jumlah pegawai

sebanyak 5 orang.

B. Tenaga Non ASN Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2023

Total Tenaga Non ASN Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2024

sebanyak 1962 orang. Dengan rincian jumlah pegawai sebagai berikut:



e Sekretariat memiliki jumlah pegawai 58 orang

e Bidang Jalan dan Jembatan memiliki jumlah pegawai 309 orang

e Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur memiliki
jumlah pegawai 14 orang

e Bidang Pengelolaan Saran dan Prasarana memiliki jumlah pegawai
sebanyak 82 orang

e Bidang Drainase memiliki jumlah pegawai sebanyak 1472 orang

e UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki jumlah pegawai
sebanyak 27 orang.

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
2.4.1 Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Sumber Daya Air dan Bina

Marga tertuang dalam:

a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya;

b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota
Surabaya;

c. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang
Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota
Surabaya;

d. Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota
Surabaya No. 400.2/115/436.7.3/2024 Tentang Tim Focal Point
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Marga Kota Surabaya.

2.4.2 Sosialisasi PUG
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PengarusUtamaan Gender (PUG)
di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dibutuhkan
internalisasi berupa Sosialisasi Terkait Penerapan Pengarusutamaan

Gender serta Penyusunan Laporan PPRG (Perencanaan Penganggaran
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Responsif Gender) kepada pegawai di lingkungan Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Marga. Pada tahun 2024. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada
tanggal 23 Januari 2024, dengan pokok bahasan berupa pengenalan terkait
Pengarusutamaan Gender (PUG) serta dokumen pelaporan PPRG
(Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) pada beberapa sub
kegiatan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang responsif gender.
Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka di Ruang Rapat Boezem
Morokrembangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang dihadiri oleh
para pegawai dari setiap bidang yang ada di Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Marga.

Dokumen dapat diakses pada link:
https://drive.google.com/drive/folders/1zM0q4vG68ZZFDZVigfnKySSyrwV _
28Ly?usp=sharing

2.4.3 SDM Terlatih PUG
A. Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang terlatih

PUG di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yaitu:

Jumiah SDMTim - Jenis Kelamin__ 5miah SDM | 9% SDM terlatin
: L P Terlatih PUG PUG
Evaluasi
7 orang 4 orang | 3 orang 2 orang 28,57%

B. Focal Point PUG
Berdasarkan  Surat Keputusan  Walikota  Surabaya  Nomor:
100.3.3.3/57/436.1.2/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan
Gender Kota Surabaya Walikota Surabaya, menyatakan bahwa Ketua Tim
Kerja Umum dan Kepegawaian merupakan Focal Point PUG pada Dinas
Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

C. Tim Focal point PUG
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina
Marga Kota Surabaya Nomor : 400.2/115/436.7.3/2024 Tentang Tim
Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber Daya Air Dan
Bina Marga Kota Surabaya, maka Adapun daftar susunan Tim Focal Point
PUG adalah sebagai berikut:



KEDUDUKAN
NO. JABATAN DALAM TIM
1 | Kepala Dinas Pembina
2 | Sekretaris Dinas Ketua
3 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Sekretaris
Muda
4 | Kepala Sub Bagian Keuangan Koordinator
5 | Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Koordinator
Pemanfaatan Infrastruktur
6 | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Anggota
7 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Anggota
8 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Anggota
9 | Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan Koordinator
Prasarana
10 | Analis Kebijakan Ahli Muda Anggota
11 | Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Anggota
12 | Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Anggota
13 | Kepala Bidang Drainase Koordinator
14 | Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Anggota
15 | Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Anggota
16 | Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Koordinator
17 | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Anggota
18 | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Anggota
19 | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Anggota
20 | Staff Sekretariat Pelaksana
21 | Staff Bidan g Pengadaan Tanah dan Pelaksana
Pemanfaatan Infrastruktur
22 | Staff Bidang Jalan dan Jembatan Pelaksana
23 | Staff Bidang Drainase Pelaksana
24 | Staff Bidang Pengelolaan Sarana dan Pelaksana
Prasarana
2.4.4 Data Terpilah dan Sistem Publikasinya
1. Jumlah Sumber Daya Manusia
No. | JENIS usia | NONASN | asn | AN
KETENAGAAN L P L P L P
1 | Kepala Dinas 52 0 0 1 0 1 0
2 | Sekretaris 51 0 0 1 0 1 0
3 | Ketua Tim Kerja | 40 0 0 0 1 0 1
Umum Dan
Kepegawaian
4 | Kepala Sub| 39 0 0 0 1 0 1
Bagian
Keuangan
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No.

JENIS
KETENAGAAN

USIA

NON ASN

ASN

JUMLAH
TOTAL

L P

L

Kepala Bidang
Pengadaan
Tanah Dan
Pemanfaatan
Infrastruktur

50

0 0

or

0

1

Ketua Tim Kerja
Pengadaan
Tanah
Infrastruktur

43

Ketua Tim Kerja
Layanan
Rekomendasi
Teknis,
Monitoring Dan
Pengamanan
Infrastruktur

49

Ketua Tim Kerja
Pemanfaatan
Infrastruktur

43

Kepala Bidang
Pengelolaan
Sarana Dan
Prasarana

57

10

Ketua Tim Kerja
Operasional
Alat Angkut

38

1

Ketua Tim Kerja
Operasional
Sarana
Drainase

40

12

Kepala UPT
Pengelolaan Air
Limbah
Domestik

41

13

Kepala Bidang
Drainase

39

14

Ketua Tim Kerja
Perancangan
dan
Pengawasan
Sarana dan
Prasarana
Drainase

47
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No.

JENIS
KETENAGAAN

USIA

NON ASN

ASN

JUMLAH
TOTAL

L P

L

15

Ketua Tim Kerja
Pemeliharaan
Prasarana
Drainase

49

0 0

—

1

P
0

16

Kepala Bidang
Jalan dan
Jembatan

39

17

Ketua Tim Kerja
Perancangan
Dan
Pengawasan
Jalan Dan
Jembatan

48

18

Ketua Tim Kerja
Pembangunan
Jalan Dan
Jembatan

45

19

Ketua Tim Kerja
Pemeliharaan
Jalan Dan
Jembatan

51

20

Staff Sekretariat
(ASN)

27 -
53

21

Staff Sekretariat
(Non ASN)

21 -
53

41 17

41

17

22

Staff Bidang
Pengadaan
Tanah dan
Pemanfaatan
Infrastruktur
(ASN)

30 -
55

17 2

17

23

Staff Bidang
Pengadaan
Tanah dan
Pemanfaatan
Infrastruktur
(Non ASN)

25 -
45

10 4

10

24

Staff Bidang
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana

(ASN)

27 -
56

14 1

14

25

Staff Bidang
Pengelolaan
Sarana dan

22 -
64

78 4

78
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JUMLAH

JENIS NON ASN ASN

No. USIA TOTAL
KETENAGAAN L P L P L P
Prasarana
(Non ASN)

26 | Staff UPT | 25- 0 0 4 0 4 0
Pengelolaan Air | 57
Limbah
Domestik
(ASN)

27 | Staff UPT | 25- 26 1 0 0 26 1
Pengelolaan Air | 57
Limbah
Domestik
(non ASN)

28 | Staff Bidang | 28 - 0 0 111 1 111 1
Drainase (ASN) | 57

29 | Staff Bidang | 21 - 1468 4 0 0 | 1468 | 4
Drainase (Non | 69
ASN)

30 | Staff Bidang | 28 - 0 0 25 3 25 3
Jalan dan| 68
Jembatan
(ASN)

31 | Staff Bidang | 24 - 300 9 0 0 300 9
Jalan dan| 54
Jembatan (Non
ASN)
JUMLAH 1923 139 | 190 | 20 | 2113 | 59
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2. Jumlah Jejaring

A. Jumlah jejaring wilayah kerja Bidang Drainase Tahun 2024

No WILAYAH JUMLAH SDM TOTAL JUMLAH SASARAN KEGIATAN TOTAL
' L % P % | L+P % L % P % L+P %
1 %ﬁg‘::e Rayon 141 | 100% | © 0 141 | 11% | 198.998 | 4954% | 202.657 |50,46% | 401.655 | 13,31%
2 ggg@f}e Rayon 109 | 100% | © 0 109 | 8% 87.580 50,04% 87.426 | 49.96% | 175.006 | 5,80%
3 gﬁ'}gize Rayon 233 | 100% | 0 0 | 233 | 17% | 524418 | 4967% | 531.483 | 50,33% | 1.055.901 | 34,99%
4 ?;ﬂggi;;ayon 116 | 100% | © 0 16 | 9% 187.263 | 49.11% 194.033 | 50,89% | 381.296 | 12.,64%
5 \?\;i‘;‘/'l:‘r‘fge Rayon 136 | 100% | O 0 136 | 10% | 134.634 | 4961% | 136.748 |5039% | 271.382 | 8,99%
6 g;ar:?:nsge Rayon 203 | 100% | © 0 203 | 15% | 217.030 | 49.38% | 222.492 |50.62% | 439.522 | 14,57%
7 g[j’;]'g‘;jte Rayon 140 | 100% | © 0 140 | 10% | 144394 | 4935% | 148.226 |5065% | 292620 9,70%
Drainase Rayon
8 gjﬁémﬂg%"f 250 | 100% | 0 | 0 | 259 | 19% | 1.494.317 | 4952% | 1.523.065 | 50.48% | 3.017.382 | 100,00%
Kota Surabaya)
TOTAL 1337 0 1337 | 100% | 1.494.317 1.523.065 3.017.382 | 100,00%

11-14




B. Jumlah jejaring wilayah kerja Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2024

No WILAYAH JUMLAH SDM TOTAL | JUMLAH SASARAN KEGIATAN TOTAL
' L] % [P |%]| LtP | % L % P % | L+P %
1 ﬁ:r{]ob“aﬁgemirj‘;?::gj;‘at 64 | 100% | 0 | 0% | 64 | 22% | 171315 |49.41%| 175.408 59,;059 346.723 | 575%
2 ﬁ:zqob”aigm‘:rj;?::gf‘a”ra 41 | 100% | 0 [0% | 41 | 14% 301.629 |49,99%| 301.803 59%01 603.432 | 10,00%
3 ﬁ:fb“asgl:‘:grj;?::%fn”ur 65 | 100% | 0 |0% | 65 | 22% | 397.898 |49.25%| 410090 |°0"°|807.988 | 13,39%
4 ﬁ:r{]ob”aigm‘jrj;?::gzg wan| 36 | 97% | 1 |3%| 37 | 13% 366.745 |49,32%| 376.905 5?,}068 743.650 | 12,32%
5 E:%Ob”aﬁgm‘;';hj;?::g:;‘at 59 | 100% | 0 | 0% | 59 | 20% | 256730 [49,79%| 258.859 |°02'|515.580 | 8,54%

TOTAL 265 1 266 | 100% | 1.494.317 1.523.065 307738 100,00%
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3. Data Sub Kegiatan Responsif Gender yang Masuk Laporan PPRG Tahun 2024

NE SUB KEGIATAN ANGGARAN (MURNI)
1. Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Rp 70.462.932.697
2 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Rp 81.538.673.591
3 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Rp 499.424.209.401
4 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Rp 104.428.273.233
5 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Rp 9.697.923.483
6 | Pembangunan Jalan Rp 302.973.252.306
7 | Pemeliharaan Rutin Jalan Rp 78.151.430.230
8 | Rehabilitasi Jalan Rp 5.127.688.688
9 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Rp 9.470.303.471

Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan
10 | Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Rp 6.134.647.370
TOTAL ANGGARAN MURNI Rp 1.167.409.334.470

11-16



4. Data Pencapaian Kinerja

TARGET

CAPAIAN

PENERIMA MANFAAT

JUMLAH

No. PROGRAM SASARAN ~bolut % e % 3 5 4P KETERANGAN

1 |Operasi Dan Warga Kota | 30 Sistem | 100% | 30 Sistem | 100% | 1.494.317 | 1.523.065 3.017.382
Pemeliharaan Surabaya Drainase Drainase
Sistem Drainase Perkotaan Perkotaan
Perkotaan

2 |Pembangunan Warga Kota |7.500 meter| 100% 2921,8 38,96% | 1.494.317 | 1.523.065 3.017.382
Sistem Drainase Surabaya meter
Lingkungan

3 [Pembangunan Warga Kota | 15 Sistem | 100% | 6 Sistem | 40,00% | 1.494.317 | 1.523.065 3.017.382
Sistem Drainase Surabaya Drainase Drainase
Perkotaan Perkotaan Perkotaan

4 |Rehabilitasi Sistem | Warga Kota | 10 Sistem | 100% | 3 Sistem | 30,00% | 1.494.317 | 1.523.065 3.017.382
Drainase Perkotaan | Surabaya Drainase Drainase

Perkotaan Perkotaan

5 [Penyusunan Warga Kota 50 100% 40 80,00% | 1.494.317 | 1.523.065 3.017.382
Rencana, Kebijakan,| Surabaya Dokumen Dokumen
Strategi Dan Teknis
Sistem Drainase
Perkotaan

6 |[Pembangunan Jalan| Warga Kota | 29,39 km | 100% | 31,82 km |108,27%| 1.494.317 | 1.523.065 3.017.382

Surabaya

7 |Pemeliharaan Rutin | Warga Kota 90 km 100% | 106,06 km [117,84% | 1.494.317 | 1.523.065 3.017.382

Jalan Surabaya
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No. PROGRAM SASARAN TARGET CAPAIAN PENERIMA MANFAAT JUMLAH KETERANGAN
absolut % absolut % L P L+P
8 |Rehabilitasi Jalan Warga Kota 0,8 km 100% 0 - 1.494.317 | 1.523.065 3.017.382 |[Rencana target
Surabaya realisasi pada
Bulan Oktober
9 |Penyusunan Warga Kota 70 100% 56 80,00% | 1.494.317 | 1.523.065 3.017.382
Rencana, Kebijakan,| Surabaya Dokumen Dokumen
Strategi Dan Teknis
Pengembangan
Jaringan Jalan Serta
Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan
Jalan Dan Jembatan
10 [Operasi Dan Warga Kota 96 Unit 100% 72 Unit 75,00% | 1.494.317 | 1.523.065 3.017.382
Pemeliharaan Surabaya
Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik
(SPALD)
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BAB Il
PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES
PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi Perangkat Daerah

Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui

7.Pelaporan 2.
: p Penganggaran

3.Pelaksanaan

\

5.Evaluasi 4. Pemantauan
<«

3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

proses sebagai berikut:

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan
instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol
dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan
pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG
bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan
pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang
terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan
merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan
keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling
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terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG):
1. Perencanaan yang Responsif Gender
Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan
keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan
dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau
permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif
gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan
perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.
a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG
Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Kota Surabaya No. 400.2/115/436.7.3/2024 Tentang Tim Focal Point
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Marga Kota Surabaya.
Dokumen dapat diakses pada link:
https://drive.google.com/file/d/12leerazQ9KI9PyOtfpQtXtBDLIWWPKip7/
view?usp=sharing
b. Renstra dan Renja Perangkat Daerah untuk PUG
Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
merupakan tinjauan dari dokumen perencanaan 5 tahunan yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Strategis
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2021 — 2026 disusun
untuk  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  serta
menjabarkan visi, misi dan agenda pembangunan Walikota Surabaya
dalam program/kegiatan organisasi mewujudkan sasaran—sasaran yang
telah ditetapkan dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
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Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang
strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun
setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah
menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada
Perangkat Daerah.

Dokumen dapat diakses pada link:
https://drive.google.com/drive/folders/IMCYJa_JGKkhKvmNVLD5sRUN8
B4kZQdLNe?usp=sharing

. Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (GAP,
GBS, TOR)

Dokumen perencanaan penganggaran responsif gender yang terdiri
dari dokumen GAB, GBS dan TOR Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Marga disusun berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang
responsif gender yang dilaksanakan pada tahun 2024. Adapun sub
kegiatan yang responsif gender di Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Marga sebanyak 10 sub kegiatan, yang terdiri dari:

e Sub Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase;

e Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;

e Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;

e Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan;

e Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis

Sistem Drainase Perkotaan;

e Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;

e Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;

e Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan;

e Sub Kegiatan Penyusunan, Rencana, Kebijakan, Strategi Dan

Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; dan
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e Sub Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD).

Dokumen dapat diakses pada link:

https://drive.google.com/drive/folders/1kcjengGCbSr5viccZ-

5a3bhhlyucmCz_7?usp=sharing

. Hasil Anlisis Gender

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender
Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) serta
Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR). Dinas Sumber
Daya Air dan Bina Marga telah menyusun dokumen GAP, GBS dan TOR
pada 10 sub kegiatan yang responsif gender di tahun 2024.

Dokumen dapat diakses pada link:
https://drive.google.com/drive/folders/1kcjengGCbSr5viccZ-
5a3bhhlyucmCz_~?usp=sharing

. Alat Analisis Gender

Alat dan Teknik Analisis Gender yang digunakan adalah Model
Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen Utama Analisis Gender
Model Gender Analysis Pathway (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu:
e Langkah ke-1 : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan yang

akan dianalisis
e Langkah ke-2  : Menyajikan data pembuka wawasan terpilah

menurut Jenis kelamin, baik kuantitatif maupun

kualitatif

e Langkah ke-3 : Mengenal Isu gender, yaitu faktor kesenjangan
gender

e Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender
(internal)

e Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender
(eksternal)

e Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/

program/Kegiatan dan rencana kedepan

(reformulasi tujuan)
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e Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi

e Langkah ke-8 : Pengukuran hasil melalui data dasar (baseline)

e Langkah ke-9 . Indikator gender

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil

kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan

mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari

anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan

anggaran untuk perempuan dan laki-laki, bukan untuk dasar menambah

alokasi anggaran, dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk

perempuan.

a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan,

permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta

memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

b. Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian

Visi-Misi Kota Surabaya tahun 2021-2026 yang selaras dengan

dokumen:

RPJMD Kota Surabaya 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun
2024

Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Kota Surabaya No. 400.2/115/436.7.3/2024 Tentang Tim Focal
Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Marga Kota Surabaya

Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement
(GBS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference
(TOR).

Dokumen dapat diakses pada link:
https://drive.google.com/drive/folders/1mkJAWg4V6tJ9fyt6gSrWWsNZb

5xw2-hu?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1mkJAWg4V6tJ9fyt6gSrWWsNZb5xw2-hu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mkJAWg4V6tJ9fyt6gSrWWsNZb5xw2-hu?usp=sharing

Anggaran Responsif Gender di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO. SUB KEGIATAN ANGGARAN (MURNI)

1 Operasi Dan Pemeliharaan Sistem | Rp 70.462.932.697
Drainase Perkotaan

2 Pembangunan Sistem Drainase | Rp 81.538.673.591

Lingkungan

3 Pembangunan  Sistem Drainase | Rp 499.424.209.401
Perkotaan

4 Rehabilitasi Sistem Drainase | Rp 104.428.273.233
Perkotaan

5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, | Rp 9.697.923.483
Strategi Dan Teknis Sistem Drainase

Perkotaan
6 Pembangunan Jalan Rp 302.973.252.306
7 Pemeliharaan Rutin Jalan Rp 78.151.430.230
8 Rehabilitasi Jalan Rp 5.127.688.688
9 Penyusunan Rencana, Kebijakan, | Rp 9.470.303.471

Strategi Dan Teknis Pengembangan
Jaringan Jalan Serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan
Jembatan

10 | Operasi Dan Pemeliharaan Sistem | Rp 6.134.647.370
Pengelolaan Air Limbah Domestik
(SPALD)

TOTAL ANGGARAN MURNI Rp 1.167.409.334.470

Total Anggaran Responsif Gender di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Tahun 2024 adalah Rp 1.167.409.334.470 dari total anggaran sebesar Rp

1.676.432.548.577, maka persentase ARG Dinas Sumber Daya Air dan Bina

Marga sebesar 69,64%.
3.2 Pelaksanaan

1. Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang
Mengintegrasikan Perspektif Gender

e Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan pedestrian Kota

Surabaya yang layak bagi ibu, anak dan disabilitas melalui

kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
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¢ Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase Kota Surabaya
yang bermanfaat bagi seluruh warga Kota Surabaya melalui
kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah

Kabupaten/Kota
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e Pengoperasian dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) yang bermanfaat bagi seluruh warga Kota
Surabaya melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan

Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

APEITIY YT

. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yang Responsif Gender

Tersedia beberapa sarana dan prasaran di kantor Dinas Sumber

Daya Air dan Bina Marga yang responsif gender. Ketersediaan

sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mewujudkan keterwakilan

ketersediaan fasilitas responsif gender maupun responsif kelompok

rentan, adapun diantaranya yaitu:

1. Ruang pertemuan/tunggu (meeting point), dalam kondisi baik dan
terawat

2. Kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan, dalam
kondisi baik dan terawat

3. Ruang laktasi, dalam kondisi baik dan terawat
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4. Ruang rapat, dalam kondisi baik dan terawat

5. Mushollah, dalam kondisi baik dan terawat

Dokumen dapat diakses pada link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/laEcousomRFy7uR35k6K

UqzkGsjewkosJ/edit?usp=sharing&ouid=106411450016445633057

&rtpof=true&sd=true
3. Pembinaan PUG Perangkat Daerah

Pembinaan PUG di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi penerapan

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penyusunan laporan

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Dokumen dapat diakses pada link:

https://drive.google.com/drive/folders/1zM0q4vG68ZZFDZViqfnKyS

SyrWV_28Ly?usp=sharing

3.3 Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG diatur pada Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan
Gender. Seluruh anggaran pembangunan termasuk Anggaran Responsif
Gender (ARG) di Kota Surabaya telah di monitoring dan evaluasi oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Surabaya melalui sistem E-monev. Melalui sistem
tersebut, seluruh level indikator kinerja perangkat daerah mulai dari level
tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dimonitor dan
dievaluasi agar pembangunan dapat terlaksana sesuai target, dan
memenuhi unsur inklusivitas serta keadilan bagi seluruh masyarakat
Kota Surabaya.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota
Surabaya juga diatur dalam Surat Keputusan Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Marga Kota Surabaya Nomor 400.2/115/436.7.3/2024 tentang
Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber Daya
Air dan Bina Marga Kota Surabaya Tahun 2024
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3.4

3.5

Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan PUG Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang telah
direncanakan. Mengingat pelaksanaannya juga bersentuhan dengan
APBD, maka pengawasan ini juga memperhatikan arahan dari Tim
Anggaran Perangkat Daerah yang berupa hasil pendampingan dari
Inspektorat.

Dokumen dapat diakses pada link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Sz5rYELW-
EVLUGTVBYFVrKSaelVdSprB?usp=sharing

Pelaporan

Pelaporan atas penyelenggaraan PUG di Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Marga tertuang dalam Dokumen Perencanaan dan penganggaran
yang Responsif Gender (PPRG) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Kota Surabaya.

Dokumen dapat diakses pada link:
https://drive.google.com/drive/folders/1kcjengGCbSr5viccZ-
5a3bhhlyucmCz_?usp=drive_link
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BAB IV
TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN
RESPONSIF GENDER KOTA

4.1 Analisa

Manusia Method

Metode perencanaan dan
—— pelaksanaan program yang =<
kurang responsif gender

Keterbatasan pengetahuan dan
pelatihan tentang gender

Kurangnya penelitian dan

Tingkat kesadaran yan: dah
g esadaran yang ren analisis berbasis gender

mengenai isu gender

Tantangan dalam

Penyelenggaraan
PUG dan
Pembangunan
Responsif Gender

Minimnya data gender Keterbatasan sarana dan
yang ada terkait I prasarana responsif gender

infrastruktur

Material Lingkungan

Dalam menganalisis tantangan atau permasalahan Dinas Sumber Daya Air

dan Bina Marga Kota Surabaya dalam penyelenggaraan Perencanaan dan

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), menggunakan metode

Fishbone Diagram yang membagi permasalahan ke dalam beberapa

kategori: Manusia, Material, Ekonomi, dan Lingkungan.

4.2 Kesimpulan

1. Perlunya memperbanyak pelatihan dan pemahaman tentang isu gender
di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga agar meningkatkan
kemampuan dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam
perencanaan pembangunan kota

2. Perlunya informasi terkait pengarusutamaan gender pada bidang
infratsruktur guna Menyusun suatu perencanaan pembangunan yang
responsif gender

3. Perlunya prioritas alokasi anggaran untuk program pembangunan kota
yang responsif gender

4. Perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung

penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG).
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4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran
Tantangan penyelenggaran Pengarusutamaan Gender (PUG) di
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya adalah dari
kurangnya keterampilan dan pengetahuan serta kesadaran dari seluruh
pegawai, hal tersebut terjadi karena kurangnya pelatihan dan pemahaman
pegawai tentang Pengarusutamaan Gender dan isu-isu gender.
A. Yang sudah dilaksanakan :

e Melakukan sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender dan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender kepada
Tim Focal Poin Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sumber
Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya

e Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan

¢ Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang berorientasi gender

e Mengikuti  pelatihan, bimbingan teknis, seminar terkait
Pengarusutamaan Gender yang diselenggarakan oleh Tim Driver
PUG.

B. Rekomendasi /saran:

e Mengadakan sosialisasi terkait pentingnya Pengarusutamaan
Gender dalam setiap kegiatan kepada seluruh pegawai Dinas
Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Tidak hanya Tim
Focal Point PUG Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota
Surabaya)

e Komitmen untuk merealisasikan kegiatan yang responsif gender

e Melakukan koordinasi yang lebih intensif terkait kegiatan-kegiatan di
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya yang
responsif gender dengan Tim Anggaran dan Tim Driver PUG

e Menyusun kebijakan yang lebih jelas dan tegas dengan
mengintegrasikan aspek gender ke dalam semua kebijakan dan

program.
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BAB V
INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN
GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI),
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksana

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Sumber Daya
Air dan Bina Marga Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue
Gender Kota Surabaya antara lain yaitu aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas. Di banyak kota besar, transportasi umum belum sepenuhnya
ramah disabilitas. Pengguna kursi roda sering kali menghadapi kesulitan
dalam mengakses bus atau kereta karena kurangnya fasilitas ramah
disabilitas. Implementasi undang-undang yang mewajibkan transportasi
umum untuk menyediakan fasilitas akses yang memadai adalah Langkah
penting untuk mengatasi isu ini.

Dalam menghadai isu gender tersebut, terdapat strategi pendekatan
dalam mengatasinya, yaitu melalui peningkatan infrastruktur kota.
Memastikan fasilitas umum dan infrastruktur ramah disabilitas dan dapat
diakses oleh semua orang dan semua golongan. Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Marga Kota Surabaya telah menjalankan program pembangunan
yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, yaitu melalui kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan dari segi jalan, saluran drainase dan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Adapun beberapa inovasi yang
telah dilakukan antara lain:

a. Bidang infrastruktur :

e Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan

kelengkapannya

e Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan dan

perkotaan

e Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik (SPALD)
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Program kegiatan pembangunan tersebut telah responsif gender dan
manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Kota Surabaya.
Kegiatan tersebut terlaksana melalui sub kegiatan Operasi Dan
Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Pembangunan Sistem
Drainase Lingkungan, Pembangunan Sistem Drainase
Perkotaan,Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan,Penyusunan
Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan,
Pembangunan Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan,
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan  Teknis
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, serta Operasi Dan

Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

b. Bidang ekonomi:
e Pelatihan dan pendampingan keluarga miskin dalam kegiatan
padat karya Paving GePREK.

Kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk  mendukung
pembangunan jalan lingkungan khususnya kebutuhan material
paving dan tenaga kerja pemasangan, Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Marga Kota Surabaya memberikan kesempatan kerja
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) / Keluarga Miskin
yang terdampak pandemi Covid-19 untuk turut berkarya melalui
peningkatan jalan lingkungan dengan pola GePREK. Dengan
penerapan pola GePREK (Gotong Royong, Pemberdayaan Dan
Ekonomi Kerakyatan), pembangunan jalan lingkungan tersebut
diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan
kualitas jalan lingkungan sekaligus dapat meningkatkan
perekonomian warga.

Peningkatan Jalan Lingkungan Berkelas Dunia dengan pola
GePREK di Kota Surabaya merupakan Program Padat Karya
diinisiasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota
Surabaya yang dimulai dengan proses pelatihan pembuatan

paving yang diikuti oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah



(MBR) / Keluarga Miskin sampai dengan memfasilitasi MBR
tersebut untuk pengurusan NIB, BPJS, pemberian modal,
pembuatan akun e-katalog hingga pembelian serta
memanfaatkan hasil produksi untuk pemeliharaan jalan
lingkungan di Kota Surabaya.

Dengan pola GePREK diharapkan dapat tercipta sinergi
yang kuat dan semangat gotong royong antara Pemerintah Kota
Surabaya  dengan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan kota dan mewujudkan warga masyarakat kota
Surabaya yang maju dan sejahtera

- Tujuan : Kegiatan tersebut bertujuan untuk menurunkan
angka pengangguran di Kota  Surabaya,
meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur
jalan lingkungan, membangun sinergi yang kuat
antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan
ekonomi, serta membangun adab gotong-royong
dan pemberdayaan masyarakat untuk produksi
material jalan lingkungan dan tenaga kerja
pelaksana.

- Manfaat : Mengurangi angka keluarga miskin di Kota
Surabaya, meningkatkan  keterampilan  dan
pendapatan keluarga miskin sebagai alternatif
usaha pasca pandemi covid-19, tumbuhnya
semangat kebersamaan dan gotong-royong diantara

warga kota, Tercapainya good governance.






BAB VI
PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA RESPONSIF GENDER BERSINERGI
DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi
langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan
gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus,
diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan
meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Marga Kota Surabaya.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah
perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan
gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus
berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang
Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan
peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan
berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profii PUG Dinas
Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat
memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Marga Kota Surabaya dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan
mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai

Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak Tahun 2024.
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